SALINAN

BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

bahwa untuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap
penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Jepara
agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka perlu
meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman
Beralkohol;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman
Beralkohol;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam
Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun
1962 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2469);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Republik Indoensia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3613
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indoensia
Nomor 3821);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2473) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan
Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label
dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara
Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jepara Tahun 1990 Nomor 7);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001
tentang Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN
2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4

Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

(1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan
kadar ethanol (C2HSOH) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan
5% (lima perseratus);

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Mei 2013
BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
NIP.19640721 1986031013




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

L. PENJELASAN UMUM

Dibentuknya Peraturan Daerah ini didasarkan pada perkembangan
di tengah masyarakat, banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari
pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkelahian yang berwujud
pada penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga dan keributan-
keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada masyarakat. Hal
ini salah satu diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman yang berkadar
alkohol yang mengakibatkan hilangnya kesadaran, sehingga menjadi awal
dari tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat.

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun
2001 semula diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan
perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam kelompok
masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-
norma agama, adat istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti perkosaan
atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan
sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman berakohol. Namun
dalam perkembangan waktu, belum menghasilkan kondisi yang diinginkan
bahkan ada kecenderungan penigkatan pelanggaran. Maka dibutuhkan
tindakan nyata dan terukur oleh Pemerintah Daerah guna mengatasi
pelanggaran Peraturan Daerah ini menjadi lebih efektif.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu
adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Larangan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2



